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ABSTRACT 

The waste problem in Garut Regency was entering an emergency and alarming stage. The 

situation has mobilized various elements, namely academics, entrepreneurs, communities, 

government and the media to take strategic steps together in overcoming the problem of 

waste. Garut University, especially Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), 

became the initiator of the focus group discussion (FGD) agenda which subsequently 

developed into the Penta helix Garut Free Waste Movement. The purpose of this study was 

to map the solution steps taken by the Penta helix team based on the results of the FGD. 

This research was a qualitative type using FGD method. The FGD was attended by 28 

participants consisting of 3 academic representatives, 7 company representatives, 6 

community representatives, 10 government representatives, and 2 media representatives. 

Triangulation was carried out on the initiator's side by testing the dependability and 

confirmability. The results showed that there were 7 strategic issues namely technology, 

processing, education, economics, institutions, policies and coordination that needed to be 

further discussed through further FGDs. All elements were expected to continue to 

communicate and collaborate and could complete the discussion of the 7 issues to be used 

as a solution proposal to the government of Garut Regency, therefore, it could be used as 

material for policy formulation to solve the waste problem. 
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Pendahuluan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing seluas 14 Ha di Desa Sukaraja, 

Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut saat ini sudah tidak bisa menampung 

sampah. Selain itu akses jalan yang buruk dan cara pengelolaan pembuangan 

terbuka (open dumping) menyebabkan pengangkutan sampah ke TPA Pasir Bajing 
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mengalami perlambatan. Tumpukan sampah sering terjadi di beberapa kecamatan 

yakni Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Leles, dan 

Kadungora. Selain mengganggu estetika, penumpukan sampah juga rentan dengan 

munculnya berbagai penyakit. 

Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut mengatakan sampah di Kabupaten 

Garut diperkirakan mencapai 1.000 ton per hari, dimana 500 ton kubiknya berasal 

dari daerah perkotaan. Dari timbunan sampah 483 ton/ hari hanya 212.53 ton yang 

dapat terangkut dari 15 kecamatan atau tingkat pelayanan persampahan (perkotaan) 

Kabupaten Garut baru mencapai 43.98%.  

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 44 tentang Pengelolaan Sampah 

menekankan bahwa pemerintah daerah sudah harus menutup tempat pemrosesan 

akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 tahun 

sejak undang-undang itu diberlakukan. Sehingga seharusnya, Pemkab Garut sudah 

menutup dan mengganti sistem pemrosesan akhir sampah dengan sistem yang lebih 

baik seperti sistem sanitary landfill. Selain kondisi TPA, cara pengelolaan, faktor 

lainnya adalah sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sampah yang masih 

dalam skala kecil, penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang masih 

sederhana, serta program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 

Pemkab Garut belum berdampak signifikan.  

DLH Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan sampah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menyediakan 

tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA), serta 

mengangkut sampah dari TPS ke TPA dengan kendaraan pengangkut sampah, 

membuat regulasi dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Garut 

tidak hanya dilakukan oleh DLH, warga Desa Sukakarya berupaya mengolah 

sampah plastik menjadi tas, dompet, sandal, kap lampu, dan barang-barang lainnya. 

Kerajinan ini sudah diminati oleh pasar internasional seperti negara Australia yang 

memesan matras yang terbuat dari kantong plastik bekas (Info Publik, 2016). 

Komunitas World Cleanup Day (WCD) pernah melakukan gerakan memungut 

sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota yang diikuti oleh 52 

Komunitas yang terdiri dari Komunitas Ojek Online, Komunitas Mahasiswa, 

Himpunan Mahasiswa Islam, Organisasi Sekolah, Komunitas Motor, Ormas dan 

Umum. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang beresih dan nyaman dari 

sampah (Kania, 2020). 

Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Garut juga telah melakukan 

pemanfaatan sampah menjadi kompos untuk sawah petani, sampah yang dijadikan 

bahan dasar adalah sampah pasar. Pengusaha pengelolaan sampah juga telah 

melakukan upaya mengatasi masalah sampah yang ada, salah satunya yang 

dilakukan oleh Bank Sampah Hade Jaya yang menampung berbagai jenis sampah, 

seperti sampah dus, plastik, besi, dan lainnya untuk selanjutnya diolah dan dijual 

kembali ke berbagai industry di Jakarta dan Tangerang. Beberapa news online 

nasional juga berkontribusi dalam penyebaran informasi pengelolaan sampah di 

Kabupaten Garut. Sayangnya, gerakan-gerakan pengelolaan sampah tersebut di atas 

masih bersifat bebas satu sama lain dan belum terintegrasi sehingga belum bisa 
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mengatasi krisis sampah di Kabupaten Garut. Mengamati hal tersebut, Ikeu Kania 

dari Universitas Garut dibantu oleh Cecep Ernanto dari LKP Holistika Institute 

mengundang para pemerhati, penggiat dan pengusaha sampah untuk bersama-sama 

mencari solusi krisis sampah di Kabupaten Garut melalui kegiatan FGD.  

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

memetakan aktivitas pengelolaan sampah oleh berbagai elemen di Kabupaten 

Garut, memetakan persepsi masing-masing elemen terhadap permasalahan sampah 

serta untuk memetakan isu-isu strategis yang bisa diusulkan sebagai langkah-

langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten 

Garut. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi Perda, agar 

langkah-langkah solutif yang akan dilakukan lebih bisa diimplementasikan hingga 

ke tingkat lingkungan yang paling dekat dengan warga.  

Tinjauan Kepustakaan 

Kebijakan Mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Garut 

Kebijakan pengelolaan limbah padat telah menjadi prioritas di banyak negara dan 

kinerjanya telah menjadi tolok ukur keberlanjutan untuk negara-negara tertentu 

serta sebagai salah satu indikator penting untuk menilai indeks kualitas hidup yang 

dikembangkan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) 

(Wee & Abas, 2016). Kebijakan, legislasi, dan peraturan pengelolaan limbah padat 

adalah pendekatan utama yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan 

dan memengaruhi praktik pengelolaan limbah (Abas & Wee, 2016). 

Praktik tradisional, yang masih diterapkan di banyak negara dalam mengatasi 

masalah limbah padat secara parsial, yaitu mengenai pengelolaan sistem yang ada, 

pabrik pengolahan, dan pembuangan akhir (Guerrero et al., 2013). Sebaliknya, 

Rencana Pengelolaan Sampah Terpadu, yang diterapkan di beberapa negara maju, 

mempertimbangkan seluruh siklus hidup limbah dari pengumpulan dan transportasi 

hingga rehabilitasi lokasi pembuangan. 

Pengembangan Pengelolaan Sampah Terpadu atau Integrated Solid Waste 

Management (ISWM) didasarkan pada (Yadav, 2015): 

a. Integrasi semua elemen siklus hidup limbah padat berdasarkan pada proses 

3R (Reduce, Reuse dan Recycle); 

b. Integrasi aspek teknis, lingkungan, sosial, keuangan, kelembagaan, dan 

politik untuk menjamin keberlanjutan sistem; dan 

c. Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan publik, swasta, dan 

masyarakat dalam konsepsi dan perencanaan proses dan solusi. 

 

Berdasarkan arahan dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

(KLH, 2014), pengolahan sampah terbaik adalah jika sudah ada dalam tahapan 

pencegahan, sedangkan pembuangan sampah melalui TPA yang masih dilakukan 

banyak daerah adalah tipe pengolahan yang paling dasar. Adapun hirarki 

pengolahan sampah tersebut disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hirarki Pengolahan Sampah (KLH, 2014) 

Adapun dasar hukum mengenai pengolahan sampah di Indonesia khususnya 

di Kabupaten Garut antara lain: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah; 

b. Peraturan Pemerintah  No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui 

Bank Sampah; 

d. Perda No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 

e. Perda No. 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan nomer 12 tahun 

2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan. 

Persoalan sampah kota sangat penting karena berkaitan langsung dengan 

kesehatan masyarakat dan ekonomi sehingga pengelolaannya membutuhkan 

konvergensi multidisiplin antara teknologi atau solusi rekayasa dan desain 

kebijakan publik, dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi (Chalhoub, 

2018). Penelitian ini menindaklanjuti prinsip-prinsip ISMW dalam pengelolaan 

sampah di perkotaan untuk selanjutnya bisa mengembangkan dasar hukum 

pengelolaan sampah di Kabupaten Garut.  

Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah 

Menurut Salsabila dan Santoso (2018),  stakeholder adalah kelompok atau individu 

yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu 

organisasi atau negara. Sedangkan menurut Hisam (2016), stakeholder ialah suatu 

masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki 

hubungan dan kepentingan terhadap suatau organisasi atau perusahaan. 

Kategori stakeholder menurut  yang dikembangkan diberi label sebagai 

investor, kontributor, pengamat dan stakeholder pengguna akhir (McGrath & 

Whitty, 2017). Berdasarkan tingkat kepentingannya, stakeholder dibagi menjadi 

tiga kelompok yaitu (Thijssens et al., 2015): 

a. Stakeholder primer; Stakeholder   primer   merupakan stakeholder yang  

terkena  dampak  secara  langsung  baik dampak  positif  maupun  dampak  
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negatif  dari suatu   rencana   serta   mempunyai    kaitan kepentingan     langsung 

dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh dan 

kepentingan  dikatakan sebagai stakeholder primer   dan   harus   dilibatkan 

penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan. 

b. Stakeholder Kunci; Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki 

kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.  

c. Stakeholder sekunder atau pendukung; Stakeholder pendukung merupakan 

stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu    

rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. 

Dalam  program pembangunan, stakeholder diklasifikasikan berdasarkan 

peranannya, antara lain (Benn et al., 2016): 

a. Pembuat kebijakan yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil 

keputusan dan penentu suatu kebijakan; 

b. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder 

lain yang terlibat; 

c. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan menfasilitasi   

dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran; 

d. Implementer yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya    

termasuk kelompok sasaran; 

e. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan   memberikan 

kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran   atau bahkan lebih 

cepat waktu pencapaiannya. 

Inovasi sosial membawa keberlanjutan yang dianggap sebagai paradigma 

baru bagi pengembangan dimana kolaborasi lintas sektor antara aktor yang berbeda 

diperlukan, terutama dalam model penta heliks (Vasconcelos & Nguyen, 2018).  

Terdapat beberapa model penta helix yang populer dalam teori stakeholders, 

Pricewaterhousecoopers (2005) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penta 

helix adalah pemerintah kota, universitas, swasta, asosiasi nirlaba, dan warga 

negara yang antusias. Sedangkan Calzada (2016), mengungkapkan 5 aktor 

termasuk  penta helix adalah sektor publik dan swasta, akademisi, masyarakat sipil, 

dan pengusaha sosial, dimana peran sentral dalam kolaborasi diambil secara kaku 

oleh pengusaha sosial. Berbeda dengan Edvik & Björk (2016) yang menekankan 

bahwa peran sentral bisa secara fleksible baik oleh akademisi, administrasi publik, 

bisnis, warga negara (pengusaha sosial) maupun sektor ketiga. Di Indonesia, istilah 

penta helix banyak digunakan untuk merujuk kepada akademisi (academics), bisnis 

(business), komunitas (community), pemerintah (government) dan media yang 

populer dengan istilah ABCGM (Muhyi et al., 2017; Yuningsih et al., 2019; Kania 

et al., 2020). 

Kolaborasi penta helix dalam pengendalian lingkungan sudah dilakukan di 

Indonesia (Amrial et al.,  2017). Sebelumnya kolaborasi triple helix dalam 

pengolahan sampah sudah diimplementasikan Rosenlund et al. (2017), hasilnya 

adalah konsep kolaborasi masih mempunyai kendala, dimana solusi yang 

dihasilkan perlu diberikan pembatas batas dan disediakan arena umum untuk 

berdailog. Namun, meski masih banyak kendala, Anttonen et al. (2018) mendorong 
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agar pemerintah menerapkan triple helix untuk diterapkan pada kebijakan inovasi 

limbah agar tercapat perubahan yang sistemik. Penelitian ini mengadopsi temuan 

Rosenlund et al. (2017); Anttonen et al. (2018); dan Amrial et al., (2017), yang 

mengusung konsep kolaborasi elemen pembangunan untuk mengatasi persoalan 

lingkungan terutama pengolahan sampah.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan focus group 

discussion (FGD) dimana setiap elemen dapat menyampaikan apa yang telah 

dilakukan dalam pengelolaan sampah, serta bagaimana persepsinya tentang 

masalah sampah dan apa solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah 

sampah, sehingga masing-masing elemen dapat saling mengetahui apa yang 

disampaikan elemen lainnya. Sedangkan menurut tujuanya penelitian ini 

menggunakan penelitian exploratif dan pendekatan penelitianya menggunakan 

longitudinal dengan taraf penelitianya yaitu penelitian inferensial. Sumber data 

yang lain digunakan adalah studi dokumentasi yang berasal dari laporan kegiatan 

suatu instansi maupun berasal dari internet.  

Observasi dan partisipasi aktif dilakukan peneliti selama kegiatan FGD 

berlangsung. FGD dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019, berlokasi di Hotel 

Fave Garut. FGD dihadiri 28 Peserta dan dilaksanakan selama 6 jam. Data 

selanjutnya dibuat transkrip dan dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi 

data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengkonfirmasi temuan pada 

ketua penyelenggara kegiatan sekaligus inisiator FGD. 

Hasil dan Pembahasan  

Pemetaan Aktivitas Pengelolaan Sampah dan Persepsi terhadap Masalah 

Sampah oleh Elemen Masyarakat di Kabupaten Garut 

Dalam kegiatan FGD yang dilakukan di Fave Hotel Garut dihadiri oleh 5 elemen 

berjumlah 28 kelompok, yaitu Akademisi diwakili oleh Universitas Garut (UNIGA) 

yang terdiri dari (FEKON, FISIP dan FAPERTA), Sekolah Tinggi Teknologi Garut 

(STTG) dan Pondok Pesantren Al-Falah Biru (Jumlah 3). Perusahaan yang diwakili 

oleh BUMDES Cidatar, CV. Priangan Central Plastindo, BUMDES Ngamplang, 

Bank Sampah Garut, Bank Sampah Ciledug, Bank Sampah Hade Jaya, BUMDES 

Mekargalih (Jumlah 7). Komunitas yang diwakili oleh PKK Kecamatan Tarogong 

Kidul, The Creative Institute, Komunitas Sedekah Sampah (SESA), LKP Holistica 

Institute, Penggiat Lingkungan, Komunitas konservasi Garut (Jumlah 6). 

Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (DPMD), Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), 

Desperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumhan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), Desa Cidatar, Desa Kersamanek (Jumlah 10). Media diwakili oleh 

Internet Marketer dan Klippa.com (Jumlah 2). Akan tetapi, dari 28 kelompok yang 

hadir, hanya 19 kelompok aktif menyampaikan persepsi dan usulan solusi.  



232 JESS  Vol. 4  No. 2 Th. 2020 

Isu-isu strategis dalam pengelolaan untuk sampah di Kabupaten Garut 

a. Teknologi  

Ada 11 isu utama teknologi yang disampaikan oleh peserta dalam FGD. Lima isu 

berasal dari elemen pengusahan, 4 isu berasal dari elemen komunitas, dan 2 isu berasal 

dari pemerintah. Bank Sampah Hade Jaya yang berada di bawah CV. Priangan Central 

Plastindo sudah memiliki teknologi pengolahan daur ulang plastik menjadi biji plastik 

namun ada beberapa jenis plastik yang belum bisa didaur ulang, sehingga perlu 

mendatangkan mesin baru dari China. Biji plastik bukan hal baru di Indonesia, karena 

bisnis biji plastic cukup menjanjikan. Harga jualnya tinggi karena bisa dibuat menjadi 

produk daur ulang yang lebih bernilai (Chandara et al., 2015). Sedangkan Bank 

Sampah Garut menyampaikan sudah mempunyai tiga jenis teknologi pengolahan 

sampah terpadu (TPST) untuk di perumahan. Keefektifan TPST di beberapa daerah di 

Indonesia bergantung pada beberapa faktor, selain kesadaran warga, kelembagaan 

kerap menjadi kendala kelancaran program (Ilham, 2010).  

PKK Tarogong Kidul juga sudah mempunyai teknologi pencacah sampah yang 

berfungsi mengurangi jumlah timbulan sampah. Meski mengaku bahwa efektif untuk 

segala jenis sampah, tetapi masih perlu dilakukan uji kehandalan mesin yang dibuat  

(Syamsiro et al., 2016) sebelum diperbanyak ke berbagai desa di Kecamatan 

Tarogong Kidul. Selanjutnya Sukirno (Penggiat Lingkungan) mempunyai teknologi 

pengolahan sampah plastik menjadi paving block. Pengolahan sampah menjadi 

paving block memang cukup populer di beberapa kelompok pengolahan sampah di 

Garut, namun kendala teknologi, uji produk dan pemasaran produk masih belum bisa 

menjanjikan untuk produk ini (Agyeman et al., 2019). 

Karang Taruna Desa Ngamplang mempunyai teknologi sampah plastik yang 

diolah menjadi solar. Pengolahan menjadi produk sejenis seperti petrol, kerosene, 

dan solar juga memang kerap dilakukan di beberapa negara berkembang (Khot & 

Basavarajappa, 2017). DPMD mempunyai bidang yang menangani teknologi tepat 

guna (TTG), salah satu programnya mengadakan perlombaan TTG, diantara 

pesertanya ada teknologi pengolahan sampah. Peran Disperindag dalam distribusi 

teknologi adalah dengan memberikan mesin ke pabrik, salah satunya pabrik yang 

mengolah plastik jadi sedotan. 

 Teknologi pengolahan sampah sangat dibutuhkan karena akan 

menyederhanakan pengolahan dan memangkas biaya produksi ditengah tingginya 

permintaan bahan baku dari olahan sampah, sebagaimana  Sucipto (2009) 

menyatakan Peluang usaha di bidang daur ulang sampah sangat menjanjikan, harga 

bahan baku kemasan semakin tinggi terutama bijih plastik, permintaan sangat tinggi 

dari negara industri seperti Cina. Teknologi yang tepat juga diperlukan di Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Chamdra et al. (2015) ada empat alternatif 

teknologi yaitu insinerator, sanitary landfill, pengomposan dan daur ulang tetapi 

masih perlu dikembangkannya teknologi lain yang lebih baik. 

 

b. Pendidikan 

Ada 21 isu utama yang disampaikan pesera dalam FGD dimana 7 isu berasal dari 

kalangan pengusaha, 1 dari akademisi, 7 isu dari komunitas dan 6 isu dari 

pemerintah.  Sebagai wujud dari kepedulian kampus terhadap lingkungan, Fisip 
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UNIGA menyampaikan bahwa isu sampah telah menjadi bagian dari roadmap 

penelitian dosen periode 2018-2023. Harapannya adalah semakin banyak penelitian 

bidang administrasi negara yang berfokus pada persoalan lingkungan khususnya 

sampah di Kabupaten Garut.  

Bank Sampah Hade Jaya juga telah melakukan sosialisasi sampah yang 

mempunyai nilai ekonomi malalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimilikinya.  

CV. Priangan Central Plastindo menyampaikan perlu adanya edukasi terhadap 

masyarakat, pihaknya baru memberikan pelatihan di 6 Kelurahan di Kecamatan 

Garut Kota. Bank Sampah Garut juga mengaku telah melakukan edukasi cara 

pemilahan sampah dan edukasi 34 jenis sampah di 50 titik sekolah SMP dan SMA, 

memberikan edukasi limbah sampah plastik menjadi seni kriya menggunakan 

sistem laminasi. 

Holistika Institute hingga saat ini aktif melakukan pemberdayaan masyarakat 

di Garut dengan konsep bukan hanya memberikan edukasi tetapi hingga bisa 

berdampak para perubahan perilaku warga. Gerakan peduli lingkungan melakukan 

edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kebersihan 

lingkungan. Karang Taruna Desa Ngamplang melakukan sosialisasi dengan 

membagikan 2 kantong plastik ke setiap rumah untuk sampah organik dan 

anorganik.  

Sekda menyampaikan agar seluruh kegiatan baik dari pemerintah, akademisi 

dll harus dikemas secara edukasi melalui media massa, harus memaksimalkan peran 

media yang bisa merubah pola pikir masyarakat. Disperindag memasukan 

persoalan sampah pada setiap draf pembinaan. Disparbud melakukan sosialisasi 

tentang sampah dan harus menumbuhkan kesadaran di lingkungan sekolah serta 

merubah mindset masyarakat tentang sampah agar tumbuh kebiasaan dan 

kesadaran. 

Dari temuan dihasilkan bahwa sudah banyak kelompok yang mencoba 

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan 

dan kesehatan lingkungan melalui cara pengelolaan sampah rumah tangga yang 

benar. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ternyata hasilnya belum 

berdampak dan belum mampu merubah perilaku warga. Dibutuhkan suatu 

pemikiran dari elemen pembangunan untuk merumuskan pola edukasi yang sesuai 

dan bisa diterapkan oleh masyarakat Garut.  

 

c. Ekonomi 

Terdapat 8 isu yang disampaikan peserta FGD dimana 5 diantaranya berasal dari 

bisnis, 2 isu dari komunitas dan 1 isu dari pemerintah. Bank Sampah Hade Jaya 

melakukan penjualan sampah plastik yang belum dapat diolah ke pengepul, 

melakukan sosialisasi bahwa sampah mempunyai nilai ekonomi, memasarkan 

produk biji plastik ke Tasik dan Tangerang. CV. Priangan Central Plastindo 

menerima sampah plastik untuk diolah, menyampaikan bahwa sampah bisa 

menghasilkan dan memiliki nilai ekonomi, ada 400 perusahaan raksasa yang 

membutuhkan bahan baku dari plastik.   

Holistika Institute menyampaikan bahwa ada paradigma yang mengganggap 

sampah sebagai komoditas dan mempunyai nilai ekonomi.  Disperindag 

menyampaikan bahwa harus ada manajemen sampah berkelanjutan yang 
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bekerjasama dengan lembaga ekonomi tingkat desa, mengangkat produk Garut 

seperti kerajinan dari limbah kayu ke Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah) untuk dipamerkan sebagai alternatif pemasaran. Media pameran memang 

dianggap lebih efektif dibandingkan dengan media promosi tradisional lain seperti 

pamflet atau brosur penjualan (Sucahya & Surahman, 2017).  Informasi, sosialisasi, 

perencanaan yang baik dan kebijakan yang mendukung maka persoalan sampah 

akan berubah menjadi potensi ekonomi yang prospektif bagi warga (Nugraha et al., 

2007; Ramadhani, 2014). 

 

d. Kelembagaan 

Terdapat 6 isu yang disampaikan peserta FGD mengenai kelembagaan, 3 

diantaranya berasal dari pengusaha, 2 dari komunitas dan 1 dari pemerintah. Bank 

Sampah Hade Jaya sudah berbentuk yayasan dan ada BLK, membuat unit-unit 

Bank Sampah di tiap RW di Kecamatan Samarang. CV. Priangan Central Plastindo 

menyampaikan perlunya membangun sistem yang baik untuk hasil yang lebih baik. 

Sedangkan dari komunitas The Creative Institute menyampaikan belum bisa seperti 

Bank Sampah umumnya, tetapi konsepnya lebih dimodifikasi dengan program 

bernama BURUKEN (Bumi Runtah Token). Dari sisi pemerintah, Disperindag 

menyampaikan harus ada manajemen berkelanjutan yang melibatkan lembaga 

ekonomi tingkat Desa.   

  Bentuk lembaga yang ideal untuk pengelolaan sampah pernah dipublikasikan 

Qodriyatun (2015) yang menyarakan bahwa sebaiknya dibentuk Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) sebagai operator dan dinas berperan pada tingkat regulator. 

Garut belum memiliki lembaga lain yang mengelola sampah selain DLH, dan DLH 

saat ini perannya lebih banyak pada penyediaan infrastruktur sampah seperti tempat 

sampah, iniserator dan lain sebagainya, sehingga solusi mengenai kelembagaan 

masih perlu didiskusikan oleh Gerakan Garut Bebas Sampah.  

 

e. Kebijakan 

Terdapat 8 isu yang disampaikan peserta pada FGD dimana 2 isu berasal dari 

pengusaha, 3 isu dari komunitas, 2 isu dari pemerintah dan 1 isu dari media. CV 

Priangan Central Plastindo menyampaikan TPA terbuka harus sudah dihentikan dan 

Garut harus sudah memulai TPA tertutup. Holistika Institute  berpendapat bahwa 

regulasi apapun yang diberlakukan pemerintah perlu dukungan multi elemen untuk 

implementasinya. Klippa. Com menekankan aspek regulasi seperti adanya aturan 

bupati atau perda yang mengatur pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan Dana 

Desa. Contohnya sudah diinsiasi Karang Taruna Desa Ngamplang mengatakan 

bahwa dukungan desa terhadap pengelolaan sampah diwujudkan dari anggaran Rp. 

150 juta untuk membuat Imah Runtah (Rumah Pengolahan Sampah).  

Menanggapi saran dari pengusaha dan komunitas, Disperindag 

menyampaikan bahwa dalam Perda tahun 2014 tentang sampah masih ada 

kebijakan yang belum ada turunannya. Bappeda selanjutnya menyampaikan bahwa 

pemerintah sedang membuat kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan janji bupati tentang Garut bebas 

sampah. Mulasari, Husodo et al. (2014) mengungkapkan jika kebijakan pemerintah 
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mengenai pengelolaan sampah domestic akan berjalan dengan optimal jika disertai 

mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik dari pihak pemerintah daerah. 

 

f. Koordinasi 

Terdapat 12 isu yang disampaikan peserta FGD, 1 isu berasal dari akademisi, 3 isu 

dari pengusaha, 5 isu dari komunitas dan 3 isu dari pemerintah. Universitas Garut 

dalam hal ini sangat berperan dalam upaya memberikan ruang bagi seluruh elemen 

penggiat, pengelola, dan pengusaha sampah untuk saling memberikan informasi, 

sekaligus berkoordinasi di masa depan melalui aktivitas FGD. Koordinasi parsial 

sudah dilakukan oleh Bank Sampah Hade Jaya terhadap sejumlah ibu-ibu PKH,  

dinas terkait hingga wakil Gubernur. CV. Priangan Central Plastindo 

menyampaikan harus ada komitmen dari semua pihak untuk membangun sistem 

koordinasi yang baik dan disepakati bersama.  

Holistika Institute menyampaikan perlu adanya intervensi dari dinas terkait 

untuk memberdayakan produk masyarakat dari sampah, sehingga penggiat sampah 

tetap bisa eksis, dan semua elemen harus saling mendukung. The Creative Institute 

menyampaikan harus ada sinergitas untuk merubah pola pikir masyarakat, saat ini 

pihaknya telah berkolaborasi dengan Universitas Indonesia dan Holistika Institute 

dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat.  

Dari sisi pemerintah, DPMD menyampaikan harus ada sinergitas Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor. Yang sebetulnya pemerintah melalui 

Disperindag telah melakukan FGD dengan rekan-rekan fungsional, namun masih 

belum berkoordinasi dengan pihak lain. Bappeda juga telah bekerjasama dengan 

DLH dan BPBD terkait penanganan kekumuhan dan masih perlu menjalin 

koordinasi dengan elemen pendukung lainnya. 

Dari temuan di atas dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh 

masing-masing elemen atau antar elemen masih bersifat parsial. FGD yang 

diselenggarakan oleh pihak UNIGA dianggap sebagai terobosan koordinasi 

pengolahan sampah di Kabupaten Garut dan perlu dilanjutkan. Semua elemen 

berharap bahwa FGD akan bisa rutin dilaksanakan sebagai media koordinasi 

Gerakan Garut Bebas Sampah. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan yang bisa 

digerakan dari mulai tingkat RT/ RW setempat (Sulistiyorini et al., 2016). Namun, 

sebelum mengharapkan partisipasi masyarakat, koordinasi dan kebijakan di level 

pemerintah perlu ditetapkan terlebih dahulu (Arief, 2013). Pembangunan 

infrastruktur yang memadai juga perlu dilakukan pemerintah yang disertai dengan 

komunikasi dan kolaborasi antara dinas terkait. Kinerja strategi desentralisasi harus 

terus dipantau untuk memastikan bahwa administrator lokal bertanggung jawab dan 

menjalankan fungsinya dengan baik (Massoud et al., 2019). Rangkuman persepsi 

dan isu strategis yang diusulkan untuk FGD berikutnya disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Rangkuman Peta Persepsi Hasil FGD  

 

Penutup 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan dari 19 grup elemen 

pentahelix yang berbicara dalam FGD ada 51 aktivitas yang telah dilakukan dalam 

upaya penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Garut, terdapat 16 persepsi 

tentang masalah sampah dan 7 isu strategis yang dapat diusulkan sebagai langkah 

solutif pengelolaan sampah di Kabupaten Garut yaitu teknologi, pengolahan, 

pendidikan, ekonomi, kelembagaan, kebijakan dan koordinasi. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Garut atas kesempatannya mengikuti kegiatan FGD yang diinisiasi oleh 

membernya yaitu Dr. Ikeu Kania., MSi. Juga terima kasih kami sampaikan pada 

seluruh peserta FGD penta helix yang berkenan untuk didokumentasikan terutama 

pada tim Holistika Institute yang kemudian memfasilitasi media komunikasi 

Gerakan Garut Bebas Sampah di media WhatsApp. 
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